
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN HUPATI MUSI BANYUASIN 

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENG AN PERJANJ1AN KERJA

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,
: a. bahwa pcnjatuhan hukuman diaiplin dan sanksi 

administralif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja mcrupakan bagian yang ridak terpisahkan dari 
pembinaan aparaiur sipil negara unluk menegakkan nilai- 

nilai kepatuhan, loyalilas, dedikasi, dan keadilan dalam 

upa\*a menciptaknn aparafur sipil negara yang profesional, 
akunlabel, sinergis, transparan dan inovalif, schingga 

terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang tinggi;
b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam 

pelaksanaan penjaluhan hukuman disiplin pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja, diperlukan pelunjuk 

leknis didalam pelaksanaannya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 

Pcraturan Pemerintah Numor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemcn Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan hurUf c, periu menelapkan 

Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Keija;;

Menimbang

»

Mengingat ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pcmbcmukan Dacrah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Tahun 1959Selatan (Lembaran Negara Republik Ind
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 18211;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinrahan Daerah jl^embaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana 

relah beberapa kali diubah lerakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 lenlang Penetapan 

Peraturan PemerintOh Pengganli Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 68561;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Pcrjanjian Kcrja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang 

Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur 

Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6705)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
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9. Pcraturan Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 18 Tahun 

2020 ten Lang Perubahan alas Pcraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 lending 

Pctunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemcrintah Dengan 

Pcrjanjian Kcrja;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 

2022 rentang Ketentuan Pclaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tcnlang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sckrelaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten 

Musi Banyuasin.
5. Pejabal yang membidangi Kepegawaian adalah Kepala 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pern in da ban dan

pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelornpok jabatan yang 

memiliki lungs! memirnpin unit organisasi dan mcmiliki 

pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk 

mencapai tujuan organisasi.
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8. Jabatan Nonmanajerial aria In h sekelompok jabatan yang 

mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis scsuai 

bidangnya dan ridak mcmiliki langgung jawab langsung 

dalam rnengelola dan mengawasi kincrja pcgawai,

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok jabatan yang berisi lungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berriasarkan pada 

keahlian dan keterampilan IcrLcntu.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaeti 

kevvajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

dalam Peraturan Bupati ini.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan. atau 

perbuatan Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kcrja 

yang tidak menaati kevvajiban dan/atau mclanggar 

larangan ketentuan disiplin Pcgawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kcrja, baik yang dilakukan di dalam maupun di 

luarjam kcrja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijaruhkan 

kepada Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

karena mclanggar peraturan disiplin Pcgawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja.
13. Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah vvarga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pcgawai 
Apartur Sipil Negara oleh Pcjabat Pembina Kcpcgawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang 

dlberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada 

PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK 

adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang 

kehilangan statusnya sebagai PPPK.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapal ditempuh 

oleh PPPK yang tidak puas lerhadap Hukuman Disiplin 

yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau 

banding administratif.

V13
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17. Keberatan adalah Upayn Admmistratif yang dapat 

dilcmpuh oleh PPFK yang lidak puns terhadap Hukuman 

Disiplin yang dijaiuhkan oleh pejabat yang berwenang 

menghukum, kepada atasan pejabat yang berwenang 

menghuktim.
18. Banding Administrate adalah Upaya Administratif yang 

dapat dilcmpuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap 

Hukuman Disiplin berupa pcmuiusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat 
yang berwenang menghukum, kepada Badan 

Pcrtimbangan Aparatur Sipil Negara.
19. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang 

berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat 

perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK 

yang dkluga melakukan pelnnggnran disiplin dengan 

ancaman Hukuman Disiplin ringkat sedang dan/atali 

berai.
20. Badan Pcrtimbangan Aparatur Sipil Negara yang 

sclanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang 

menangani Banding Administrate sengketa kepegawaian 

sebagai akibat pelanggaran disiplin.
21. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pcgawai 

Pemerinlah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.

22. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di 
dalam maupun di luar kantor.

23. Gaii adalah upah kerja yang dibayar dalam wakru yang 

retap sebagai halos jasa dan penghargaan atas prestasi 

kerja Pegawni Pemerinlah dengan Perjanjian Kerja
24. Dampak Negatif adalah dampak yang memmbulkan 

turunnya harkat, martabat, eitra, kcpercayaan, nama baik, 
dan/atau mengganggu kclancaran pelaksanaan tugas unit 

kerja. instansi, dan/atau pemerintah/Negara.

Pasal 2

(1| Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebngni pedoman teknis 

bagi pejabat dan Pcgawai yang berkepentingan dalam 

melaksanakan pehegakan Displin.

mRr. L.

.

[
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(2) Pcmbcnlukan Peraiuran Bupati ini berrujuan untuk:
a. meningkalkan disipiin PPPK;

b. meningkatkan kinerja dan kualitas PPPK; dan
c. mcningkarkan fanggungjawab 1’PPK.

BAB il
RUANG LINGKUP

Pasal3
Ruang lingkup pcngaturan Pcramran Bupali ini meliputi:
a. masa Pcrjanjian;
b. kewajiban dan Uirangan PPPK;

c. sanksi;
d. pemufusan Hubungan Petjanjian Kcrja:
e. pemanggilan;
f. pemeriksaan;
g. berita acara Pemeriksaan Dan Laporan hasii Pemeriksaan;
h. penetapan keputusan:
i. pejabat yang berwrenang menghukum;

j. upaya administratif;
k. pembatasan hak kepegawaian; dan
l. pendokumentasian keputusan Hukuman Disipiin .

BAB III
MASA PERvlAN.MAN

Pasal 4
(1) Masa Hubungan Pcijanjian Kcrja bagi PPPK paling singkal 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan 

berdasarkan penilaian kinerja.
(2) Pcrpanjangan Hubungan Pcrjanjian Kcija sebagaimana 

dimaksud pada aval (1| didasarkan pada pencapaian kinerja, 

kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah 

mendapat persetujuan PPK.

(3) Dalam hal perjanjian keija PPPK diperpanjang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan 

keputusan perpanjangan perjanjian kcrja kepada Kcpala 

Badan Kepegawaian Negara.



-7-

BAB IV

KEWAJIBAN, U\RANGAN DAN sanksi BACil PPPK

Bagian Kesatu 

Kewajiban

Pasal5

PPPK Wajib:
a. scliadan laal sepenuhnya keparia Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Pcmerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditclapkan oleh pejabat 

pcmerintah yang berwenang;
d. mcnaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran. kesatlaran dan tanggung jawab:
f. menunjukkan inregritas dan keteladanan dalam sikap, 

perflaku. ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di 
dalam maupun di luar kedinasan;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanyadapat mengemukakan 

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di scluxuh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

Pasal 6
Sclain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5. PPPK wajib:
a. menghadiri dan mcngucapkan sumpah/janji jabnran PPPK;
b. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepeniingan 

pribadi, seseorang dan atau golongan;
c. mclaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 

mengetahui ada hal yang dapat mem bah ay a kan keamanan 

negara atau merugikan keuangan negara;
d. mclaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam keija;

I Ka.'vH:;:;.' | / . /

(
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f. menggunakan dan mcmdihara barang milik negara dengan 

sebaik baiknya;
g. memberikan kesempatan kepada bawahan unluk 

mengembangkan kompetensi; dan
h. mcnolak scgala bemuk pemberian yang berkaitan dengan 

tugas dan lungsi kccuali pcnghasilan sesuai dengan 

ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PPPK masuk kerja 

dan mcnaati kclcnluan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 hurufe sesuai dengan kelentuan peraturan perundang- 

undangan.

Pasal 8
(1) PPPK yang melangsungkan perkawinan perlama, wajib 

memberitahukannya sccara Icrlulis melalui saluran hicrarki 
dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

perkawinan itu dilangsungkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlnku 

juga bngi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang 

melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal <)

(1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh 

ban terlebih dahulu dari PPK.
(2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan secara lertulis.
(3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus 

dicannamkan alasan yang lengkap yang mendasari 
permohonan izin perceraian.

(4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana

dimaksud pada ayat (l)melipuii:
a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
b. PPPK yang digugat cerai.

/
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Bagian Kedua 

Larangan

Pasal 10

PPPK dilarang:
a. mcnyalahgunakan wewenong;
b. mcnjadi pcrantara untuk mendapatkan kcuntungan pribadi 

dan/atau oranglain dengan menggunakan kewenangan orang 

Iain yang diduga teijadi konllik kcpenlingan dengan jabatan;

c. menjadi pegawai alau bekcrja uniuk ncgara lain;
d. bekcrja pada lembaga atau organisasi lainnyn tanpa izin atau 

tanpa dilugaskan oleh PPK;
e. bekcrja pada perusahaan asing. konsidlan asing, atau 

lembaga swadaya masyarakat asing kccuali dilugaskan oleh 

PPK;
1. memiliki, menjual, membeli. menggadaikan, mcnyewakan, 

atau meminjamkan barang baik hergerak atau tidak bergerak, 
dokumcn, atau sural berharga milik negara secara tidak salt;

g. mclakukan pungutan di luar ketentuan;
h. melakukan kegiatan yang mcrugikan negara/daerah;

i. bcrtindak scvvcnang-wcnang terhadap bawahannya;
j. menghalangi bcijalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah atau suatu pcmberian apa saja dari 

siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 

pekerjaannya;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

in.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 

tindakan yang dapal menghalangi atau rnempersulit salah 

satu pihak yang dilayani schingga mengakibatkan kcrugian 

bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon 

anggpta Dewan Perwakilan Rakj'at, calon anggota Dewan 

Perwakilan Rak\'at Daerah dengan earn:
1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribul 

partai atau atribul ASN;

3. sebagai peserta kampanye dengan mcngcrahkan ASN lain;

^'7l
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4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

ncgara;
5. mcmbuat kcputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan alau mcrugikan salah satu pasangan 

calon selatna masa kampanye dan/atau;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

kcbcrpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 

peserta pcmilu, baik sebelum, sclama dan sesudah masa 

kampanye mcliputi pcrtcmuan. ajakan, himbauan, senian, 
atau pcmbcrian barang kepada Aparatur Sipil Negara 

dalam Ungkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan 

masyarakat.
7. memberikan sural dukungan discrtai fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atau Surat. Keterangan Tanda Pcnduduk.

Pasal 11

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPPK 

dilarang:
a. berislri lebih dari saiu tanpa izin dari PPK; atau
b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Bagian Ketiga 

Sanksi

Paragraf 1 

Umum

Pasal 12
(1| Sctiap PPPK yang lidak mcmatuhi kcwajiban dan/atau 

melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8. Pasal 9 aval |1). Pasal 10 dan Pasal 

11 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin .
(2) Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ueapan, 

tulisan, atau perbuatan PPPK. baik yang dilakukan di dalam 

maupun di luarjam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin .

Ka CV

I
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Paragraf 2

Tingkatan dan denis llukuman Disiplin

Pa sal 13

llukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

tcrdiri alas:
a. Hukurnan Disiplin ringan;
b. Hukurnan Disiplin sedang; dan
c. Hukurnan Disiplin bcrat.

Pasal 14
denis llukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf a terdiri alas:
a. tcguran lisan:

b. teguran tertulis; dan/atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 15
Jenis Hukurnan Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b lerdiri alas:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;
b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (scmbilan) bulan; 

dan/atau
c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua betas) 

bulan.
Pasal 16

Jenis Hukurnan Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf c terdiri atas:

a. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat; 

h. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri atau 

c. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK tidak dengan 

hormat.

/
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Bagian Keempai
Jcnis Pclanggaran dan Hukurnan

Paragraf 1

Pclanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 17
(1) Seliap PPPK dikcnai sanksi Hukurnan Disiplin ringan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a apabiia 

melanggar terhadap kewajiban dan tidak mcmenuhi 
kctenluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 
Pasal 5 huruf d, Pasal 3 huruf e, Pasal 5 huruf f. Pasal 5 

huruf g, Pasal 5 huruf h, Pasal b huruf a, Pasal (> huruf b, 

Pasal 6 huruf f. dan/atau Pasal 6 huruf g apabiia 

pclanggaran berdampak negatif pada Unit kcrja PPPK yang 

bersangkutan;
(2) Setiap PPPK yang melanggar kctenluan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dikcnai sanksi Hukurnan 

Disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kcrja tanpa 

aiasan yang sah sceara kumulatif selama 3 (liga) hari kerja 

dalam 1 (salu) tahun;
b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa 

aiasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari 
kerja sampai dengan 6 (enam| hari kerja dalam 1 (satu) 

tahun;
c. pemyataan tidak puas sceara tertulis bagi PPPK yang 

tidak masuk kerja tanpa aiasan yang sah secara kumulatif 

selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) 

hari kcrja dalam 1 (satu) tahun.
(3) Format keputusan sanksi Hukurnan Disiplin ringan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan 

huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisnhkan dan Peraturan Bupati ini.

tfi
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Pasal 18
(1| Setiap f'PPK yang mclanggar kcwajiban. dan/atau tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b. Pasal 5 huruf c. Pasal 5 huruf d. Pasal 5 huruf c, 
Pasal 5 hurul I, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 bumf h. Pasal (> 

huruf a, Pasai 6 huruf b. Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf d. 
Pasal 6 huruf f. dan/atau Pasal 6 huruf g apabila 

pflanggaran berdampak negatif pada instansi PPPK yang 

bersangkutan dikenai sanksi Hukuman Disiplin scdang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Setiap PPPK yang mclanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal b huruf r. dikenai sanksi Hukuman 

Disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan 

bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif selama 11 |sebetas) sampai dengan 13 

[tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilanl 

bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari 
kerja sampai dengan 16 (enarn belas) hari kerja dalam 1 

(satu) tahun;
c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) 

bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari 

kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 

(satu) tahun.
(3) Setiap PPPK yang memberikan dukungan kepnda calon 

Presiden/Wakil Presiden, calon kepala dnerah/wakil kepala 

dacrah. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi 
peserta karripanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribul PPPK sebagaimana dimaksud huruf n dikenai sanksi 

hukuman disiplin sedang.
(4) Format kepulusan sanksi Hukuman Disiplin sedang

ksud pada aval (2) huruf a, huruf b dansebagaimana f ̂  i m j a
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huruf c rercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pa sal 19
(1| Setiap F’PPK yang melanggnr ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila peianggaran 

berdampak negatif pada unii kcrja, ins (ansi, dan/atau 

Negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin beral sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16.
|2| Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, Pasal 5 

huruf d. Pasal 5 huruf e. Pasal 5 huruf f. Pasal 5 huruf g, 
Pasal 5 huruf h. dan lidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. Pasal 6 huruf 

c apabila peianggaran berdampak negatif pada Negara 

dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16.

(3) Setiap PPPK yang tiriak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dikenai sanksi Hukuman 

Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(4| Contoh kasus peianggaran berdampak negatif pada negara 

yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana 

dimaksud dalam aval (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(5| Setiap PPPK yang melanggar ketentuan masuk kcrja dan 

menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf e dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat 
berupa:
a. pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja PPPK dengan 

hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang 

fidak masuk kcrja tanpa alasan yang sah seenra kurnulatif 

selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 |dua puluh 

lujuh) hari keija dalam 12 (dua betas) bulan;
b. pemutusan Hubungan Perjanjian Keija PPPK tidak dengan 

hormat bagi PPPK yang tidak masuk kcrja tanpa alasan

t4 ^
!
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yang sah secara kumulatif sclama 28 (dua puluh dclapan) 

atau lebih dalam 12 (dua belasj bulan; dan 

c. pemulusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK tidak dengan 

hormai bagi PPPK yang jika dari basil pemeriksaan 

icrbukli tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 

torus mencrus selama 10 (sepuluh) ban, yang didahului 

dengan penghentian gaji yang bersangkutan pada bulan 

berikumya.
(6) Format keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

PPPK dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam aval (5) 
hurufd tcreanlum dalam Lampiran yang mcrupakan bagi an 

tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.
(7) Contoh kasus penghentian pembayoran gaji PPPK yang tidak 

masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa 

alasan yang sah secara torus mencrus selama 10 (sepuluh) 

hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 

dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat.
(9) Format keputusan sanksi Hukuman Disiplin berat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan 

huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 20
Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf h, Pasal 10 huruf i, Pasal 
10 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit 

kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14.
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Paaal 21
fl| Setiap PPPK yang mclanggar kclcnluan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf f. Pasal 10 huruf h, Pasal 10 

huruf i. Pasal 10 huruf j, Pasal 10 huruf m, upabila 

pclanggaran berdampak negatif pada instansi dikenai sanksi 

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15.
(2| Setiap PPPK yang melakukan pungutan di luar kcicnluan 

yang memiliki dampak negatif pada unit keija dan/atau 

instansi yang bersangkutan dikenai sanksi Hukuman 

Disiplin sedang.
(3) Setiap PPPK yang memberikan dukungan kepada calon 

Presiden/Wakil Presiden, colon kepala daeroh/wakil kepala 

dacrah, calon anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat. calon 

anggota Dewan Pcrwakilan Dacrah, calon anggota Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Dacrah dengan cara menjadi peserta 

kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut 

PPPK. apabila pclanggaran berdampak negatif pada instansi 

dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 22
(1J Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a. Pasal 10 huruf b, Pasal 
10 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 10 huruf k, Pasal 10 

huruf 1, Pasal 10 huruf n dikenai sanksi Hukuman Disiplin 

berat.

(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf g, yang 

berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah 

dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat.

<3| Contoh kasus pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja, instansi dan negnra sebagaimana dimaksud Pasal 21, 
Pasal 22 tercanrum dalam Lampiran vangmerupakan bagian 

tidak lerpisahkan dari Pcraturan Bupati ini.
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BAB V

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJ1AN KERJA

Bagian Kcsalu 

Umum

Pa sal 23
(1) PemuLusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan 

dengan hormat karena:
a. jangka waktu perjanjian keija berakhir;
b. mcninggal dunia;
c. atas permintoan sendiri;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan pengurangan PPPK; alau

e. rirink cakap jasmani dan/atau rohani schingga tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja 

yang disepakaii.
(2) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat 

lidak alas permintaan sendiri sebagaimana riimaksud dalam 

Pasal 16 huruf b apabila:
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

iclah memperoleh kekualan hukum teiap karena 

melakukan lindak pidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut 

dilakukan dengan tidak berencana;
b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat: 

dan/atau

c. tidak memenuhi target kinerja yang lelah disepakaii 
sesuai dengan perjanjian kerja.

(3| Pcmulusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK lidak dengan 

homiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c 

apabila:
a. melakukan pcnyelewengan terhadap Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan pulusan 

pengadilan yang relah memiliki kekualan hukum tetap
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karcna rnclakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadt anggorn dan/atau pengurus partai polilik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

tciah mcmiliki kekuatan hukurn tetap karena melakukan 

tindak pidana yang dianeam dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana 

tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Kedua
Pemutusan Mubungan Perjanjian Kerja 

karena .Jangka VVakru Perjanjian Kerja Berakhir

Pasal 24
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena jangka 

waktu pejanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (I) huruf a yaitu termasuk telah mencapai baras 

usia tertentu dalam Jabatan yangdiduduki.
(2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli 

tnuda. pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat 

fungsional kaicgori keterampilan;
b. 60 (enatn puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan 

pejabat fungsional madya; dan
e. Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JK yang 

dilentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan 

sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam 

undang-undang yang bersangkutan.
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Bagian Ketif»a
Pemutusan Hubungan Pcijanjian Kcrja 

Karena Meninggal Dunia

Basal 25
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena meninggal 
dunia sebagaimana dimaksud dal am Pasal 23 aval (1) hurul b 

diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraluran pcrundang- 

undangan.

Bagian Kcempal
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

Karena atas Permintaan Sendiri

Pasal 26
(1) PPPK yang mcngajukan pcrminlaan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kcija diputus Hubungan Perjanjian Kerjanya 

dengan hormat sebagai PPPK.
(2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau 

ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja 

berakhir.
(3) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada aval (1) disetujui. apabila:
a. telah memenuhi masa perjanjian kcija paling kurang 90% 

(sembilan puluh per seratus): dan

b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan 

puluh per seratus).

(4) Permintaan pemutusan Hubungan Peijanjian Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda. apabila tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundann 

sebagai dimaksud pada ayat |4) PPPK dikenakan pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri.

|6) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai
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clengari ketentuan peraturan perundang-undnngan dan 

masih dapat melarnar sebagai PPPK.
(7) PPPK yang dikcnakan pcmutusan hubungan pcrjanjian kcrja 

dengan hormat lidak atas permimaan sendiri diberikan hak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

dan lidak dapat melarnar sebagai PPPK.

Bagian Kclima
Pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja 

karena Pcrampingan organisasi atau Kcbijakan pcmerintah yang 

Merigakibalkan Pengurangan PPPK

Pa sal 27
(1) Dalam hal terjadi pcrampingan organisasi atau kcbijakan 

pe me tin tab yang mengakibatkan pengurangan PPPK 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hurufd maka 

dilakukan pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja dengan 

hormat sebagai PPPK.
(2) PPPK yang dikcnakan pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja 

akibat pcrampingan organisasi diberikan hak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat 
melarnar sebagai PPPK.

Bagian Kcenam
Pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja 

Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 28

(1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena: '7
a. kccelakaan kerja yang mengakibatkan tcijadinya 

pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja; atau
b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluhj hari berturut- 

turut, diberikan haknya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan.
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(2) Ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan basil 

pemcriksaan lim penguji keseharnn.
(3) Tim penguji kcschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| 

dilientuk olch mcnteri yang rnenyelenggarakan urusan 

pernerintahan di bidang kcschatan.
(4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bcranggotakan dokter pemerintah.
(5) PPPK yang diputus Hubungan Perjanjian Kerjanya dcngan 

hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcndapat hak 

sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Dagian Ketujuh
Pcmutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karcna Peianggaran Disiplin

Pasal 29
(1| Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena 

melakukan peianggaran disiplin PPPK lingkat berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) hnruf b 

npabila tidak mematuhi kcwajiban atau melanggar larangan 

sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
(2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

dengan hormat ridnk atas permintaan sendiri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perulndang-undangan dan masih dapat 

melamar sebagai PPPK.

Bagtan Kedelapan
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Tidak Mcrnenuhi Target Kinerja

Pasal 30
(1| PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan 

pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berdasarkan basil 

penilaian kinerja.

>
/
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(2| PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

dcngan hormat tidak alas permintaan scadiri sebagairnana 

dimaksud pada aval (1) diberikan hak sesuai dcngan 

ketentuan peraiuran perundang-undangan dan masih dapat 

melamar sebagai PPPK.

Bagian Kesembilan
Pcmuiusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Kepublik Indonesia Tahunt945

Pa sal 31
(1) PPPK yang melakukan penyelewengan lerhadap Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayal (3) huruf a 

dilakukan pemutusan Hubungan Perjanjian Keija tidak 

dengan hormat.
(2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, 
dan dikenakan sanksi berupa mem bay ar garni rugi.

Bagian Kesepuluh
Pcmuiusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 32
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Keija PPPK karena 

dihukum penjara a tan kurungan berdasarkan pulusan 

pengadilan yang telah memiliki kckuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan jabaton atau tindak 

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan 

dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat;

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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diberikan liak sesuai dengan kctentuan peraturan 

pcrundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, 
dan dikcnakan sanksi berupa inembaj’ar ganti rugi.

Bagian Kescbclas
Pemutusan Hubungan Pcijanjian Kcrja 

karcna Mcnjadi Anggota dan/atau Pengums Panai Politik

Pa sal 33
(1| Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena menjadi 

anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diberhentikan lidak 

dengan hormat.
(2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Pcijanjian Kerja 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan hale sesuai dengan kctentuan peraturan 

perundang undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, 
dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kedua belas 

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Melakukan Tindak Pidana Berencana

Pasal 34
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena 

dihukum penjara berdasarkan putusa pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 

(dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut diiakukan 

dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (3| huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat |1) 

diberikan hak sesuai dengan dengan kctentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, 
dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

P2Tt
-Xs.BKP;: f't

/
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Bagian Ketigabclas

Taia Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja

Paragraf 1
Tata Cara Pcmulusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Jangka Waktu Perjanjian Kcxja Berakhir

Pa sal 35
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena 

jangka waktu perjanjian kerja berakhir diusulkan oleh:
a. Pejabat yang membidangi Kcpcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama lertemu, .IPT 

madya lertemu; dan
b. Pejabat yang membidangi Kcpcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
(2) PPK menctapkan keputusan pcmulusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagnimana dimaksud pada aval (2) ditetapkan paling lama 

14 (empat belas) ban kerja setelah usul pcmulusan 

Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada aval (3) mulai bcrlaku pada saat 

berakhirnya perjanjian kerja.

Paragraf 2

Tara Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Meningga! Dunia

Pasal 36
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK yang mcninggal 

dunia, diusulkan oleh;
a. Pejabat yang membidangi Kcpcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT 

madya tertentu; dan
b. Pejabat yang membidangi Kcpcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
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(2) PPK menetapkan keputusan pcmuiusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(3) Keputusan pemutusan llubung.an Pcijanjian Keija

sebagaimana dimaksud pada aval (2) ditetapkan paling lama 

14 (empat bclas) hari kerja sctelah usul pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai bcrlaku sejak 

yang bersangkulan dinyarakan meninggal dunia.

Paragrnf 3
Tata Cara Pemutusan Hubungan Pcijanjian Keija 

atas Pcrmintaan Sendiri

Pasal 37
(1) Permohonan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai 

PPPK diajukan secara tertulis kepada:
a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki sclain JPT utama tertentu, JPT 

madya tertentu, dan JF ahli utama; dan

b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bag! 

PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
(2) Permohonan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal diterima atau 

dapal dilunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
(3) Dalam hal permohonan pemutusan pcijanjian keija diterima. 

PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 

14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(5) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (4| mulai bcrlaku pada 

tanggal ditetapkan.

r

Cptrjjtl
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Paragraf 4
Tala Cara Pemberheniian

karena Pcrampingan Organisasi Pcmcrinlah alau Kebijakan 

Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

Pasai 38
(1) Apabila teijadi pcrampingan organisasi pemerintah, PPPK 

yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kcrja 

yang bersangkutan belum bcrakhir maka akan dipindahkan 

di unit yang membutuhkan scsuai dengan kompetensinya.
(2) Dalam hal icrjadi kelebihan PPPK dari lowongan yang ada, 

maka dilakukan evaluasi kinerja sejak pennndatanganan 

Hubungan Perjanjian Kerja dan mcmpcriimbangkan masa 

kerja yang bersangkutan.
(3) Kelebihan PPPK sebagaimana dimaksud pada aval (2), 

dilakukan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan 

hormat dan mendapatkan uang pesangon.
(“I) Pemutusan Hubungan Peijanjian Kerja PPPK karena 

perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada aval (3) 
diusulkan oleh:
a. Pejabat yang membidangi Kepegawainn kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertemu, JPT 

madya tertentu; dan

b. Pejabat yang membidangi Kepegawainn kepada PPK bagi 
PPPK yang menduduki JK selain Jlr ahli utama.

(SJ PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(6| Keputusan pemutusan hubungan pedanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada aval (51 ditetapkan paling lama 

14 (empat belas) heri kerja setelah usul pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(7) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcija

sebagaimana dimaksud pada aval |6) mulai bcrlaku pada 

tanggal ditetapkan.

(8) Ketentuan lebih lanjut raengenai pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja dengan hormat dan pemberian uang

I
•• i
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pcsangon sebagaimana dimaksud pada aval (3) bcrpedoman 

pada kcicnluan peraiuran perundang undangan.

Paragral" 5
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Tidak Cakap Jasmani dan/aiau Rohani

Pasal 39

(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK yang 

tidak cakap jasmani dan/atau rohani diajukan oleh:
a. Pejabar yang membidangi Kepcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JPT seiain JPT utama tertentu. .1PT 

madya lertentu; dan
b. Pejabat yang membidangi Kepcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JF seiain JF ahli utama.
(2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
sebagaimana dimaksud pada aval (2) diretapkan paling lama 

14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya basil 

pemcriksaan kesehatan PPPK oleh tim penguji kesehatan.
(4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada aval (2) bcrlaku ketentuan 

sebagai berikut:
a. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena kecelakaan 

kerja. keputusan tersebut mulai l>erlalcu pada tanggal 

diretapkan pada akhir bulan masa berakhirnya Hubungan 

Perjanjian Kerja; atau
b. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena sakit terns 

menerus. keputusan tersebut mulai bcrlaku pada hari ke- 

31 (tiga puluh satu) yang bersangkutan tidak masuk 

berturut-turut.
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Paragraf 6
Tala Cara Pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kcrja 

karenaTidak Memenuhi Target Kincrja

Pasal 40
(1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja diusulkan 

pemulusan Hubungan Perjanjian Kerja oleh:
a. Pejabal yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 

PPPK yangmenduduki OPT selain JPr utama tertentu. JFT 

madya tertentu berdasarkan pertimbangan tim penilai; 
dan

b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 
PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama 

berdasarkan pertimbangan tim penilai.
(2) PPK mcnetapkan keputusan pemutusan Hubungan 

Pcijanjiim Kerja sebagai PPPK.
(3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada aval (2| ditetapkan paling lama 

14 (cmpal belas) hari kerja setelah usul pemulusan 

Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(4| Keputusan pemulusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai bcrlaku pada 

tanggal basil evaluasi penilaian kinerja dilelapkan oleh tim 

penilai kinerja.

Paragral' 7
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Pclanggaran Disipiin

Pasal 41
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerjaa yang melakuknn 

pclanggaran disipiin diusulkan oleh:
a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu. JPT 

madya tertentu; dan

b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 
PPPK yang menduduki .JF selain .JF ahli utama.

/

/
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(2| PPK menetapkan kcputusan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerjn scbagai PPPK.
(3) Kcputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 

14 (empat bclas) hari kerja seielah usul pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja ditcrima.
(4) Kcputusan jjemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung 

mulai tanggal yang l)ersangkutan dinyatakan bersalah oleh 

tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

Paragraf8
Tata Cara Pemutusan Hubungan Peri'anjian Kerja 

Karcna Mclakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tarrun 1945

Pasal 42
(1) PPPK yang terbukti mclakukan penyelewengan terhadap 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diusulkan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja oleh:
a. Pejabai yang rnembidangi Kcpegawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JFT sclain JPT utarna tertentu. JPT 

madya tertentu; dan
b. Pejabai yang rnembidangi Kcpegawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JF sclain JF ahli utama.
(2) PPK menetapkan kcputusan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(3) Kcputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling luma 

14 (empat bclas) hari kerja sctclah usul pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja ditcrima.
(4) Kcputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung 

mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai 
tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

f
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Paragraf 9
Tata Cara Pcmutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Mclakukan Tindak Pidana/ Pcnyelevvengan

Pasal 43

(1) PPPK yang ditetapkan sebagai rersangka diusulkan 

pcmutusan Hubungan Perjanjian Kerja oleh:
a. Pojabat yang mcmbidangi Kepcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu. JPT 

madya tertentu; dan
b. Pejabat yang mcmbidangi Kepcgawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
1‘2J PPK menetapkan keputusan pcmutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
(3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada aval (2) ditetapkan paling lama 

14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan 

Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
(4| Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung 

mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai 
lersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 10
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 

karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Ptirtai Politik

Pasal 44
(1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK yang menjadi 

anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:

c. Pejabat yang mcmbidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 
PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT 

madya tertentu; dan
d. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi 

PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
(2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan 

Perjanjian Kerja t idak dengan hormat sebagai PPPK.

P,ii
K: ■i' Wa
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(3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja
scbagaimana dimaksud pada aval (2) riitetapkan paling lama 

14 (cmpal bclas} ban kcrja seielah PPPK yang bersangkutan 

rerbukti menjadi anggota dan/atau pcngurus partai politik.
(4| Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kcrja

sebagaimano dimaksud pada ayar (3) muiai berlnku terhitung 

mulai tanggal yang bersangkutan rerbukti menjadi anggota 

dan/atau pcngurus partai politik.

BAB VI
PEMANGGILAN PPPK

Pasal 45
(1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas 

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
(2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Atasan Langsung.
(3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, 

pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

(4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

aval (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksnnakan.
(5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan secara tcrlulis dalam bcnluk sural panggilan F'PPK.

(6) Penyampaian sural panggilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital 

(teknologi informasi).
(7) Format sural panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lam pi ran yang merupakan bagian 

tiriak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

disampaikan kepada PPPK di tcmpal kerjunya secara 

langsung.
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(2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat 

panggilan scbagaimana dimaksud pada aval (1) disampaikan 

ke alamai domisili PPPK.
(3| Dalam hal alamaf domisili PPPK berubah atau lidak 

dikcicmukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya. 
surai panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat |2) 

disampaikan kcpada kcluarga tcrdekat.
(4) Dalam hal kcluarga terdckat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tidak diketemukan atau tidak dikctahui lagi 
keberadaannya. surat panggilan PPPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kcpada keiua rukun 

tc-tangga/rukun warga/kepala desa serempat sesuai dengan 

alamar domisili terakhir PPPK.

Pasal 4 (
(L) Pcnyampaian sural panggilan PPPK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 harus discrlai dengan bukti landa lerima.

(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat <1} 

paling sedlkit memuat nama, langgal dan landa tangan 

penerima sural panggilan PPPK.

Pasal 48
(11 Dalam hal PPPK tidak hadir pada langgal pemeriksaan yang 

tclah ditentukan, ALasan Lungsung atau Tim Pemeriksa 

mciakukan pcmanggilan kedua.

(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (L) 
dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari keija 

lerhilung sejak langgal scharusnya dilakukan pemeriksaan 

pada pemanggilan pertama.

Pasal 49
(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah, pada 

langgal pemeriksaan yang tclah ditentukan Alasan Langsung 

menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan 

kctcrangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
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(2| Penjntiihan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada aval (1) hams dibuat berita 

aeara.
(3) Dalam hal Alasan Langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bukan rncrupakan Pejabal yang Borwenang 

Vlenghukum. Atasan Langsung mcngajukan usul penjaruhan 

Hukuman Disiplin secara berjenjang kepadu Pejabal yang 

Bcnvenang Menghukum sesuai dengan ketenluan peraiuran 

perundang- undangan.
(4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) hams discrlai dengan berita aeara 

pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
(5| Dalam hal pcmanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

dan PPPK tidak hadir lanpa alasan yang sah pada langgal 
pemeriksaan yrang telah ditentukan, Tim Pemeriksa 

melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

Pasal 50
|1) Dalam hal pada pcmanggilan kedua sebagaimana dimaksud 

Pasal 48, PPPK lidak dapal hadir karena alasan yang 

sah. Atasan Langsung meinkukan pcmanggilan ketiga.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi:
a. berada di luar kola untuk kepemingan dinas;
b. cuti; dan
c. keadaan kahar.

(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) oleh PPPK kepada Alasan Langsung atau Tim 

Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai 

dengan jenis alasannya.

dal

Pasal 51

(1) Pcmanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (1) dilakukan dalam waklu paling lambal 7 (tujuhj hari 

kerju lerhitung sejak langgal seharusnya dilakukan 

pemeriksaan pada pcmanggilan kedua.

t=&?
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(2| Pcmanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada aval (1) 

mcrupakan pcmanggilan lerakhir.
(3) Dalnm hal pada pcmanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan 

l-angsung menjatuhkan Hukuman Disiplin bcrdasarkan alat 
bukti dan keterangan yang ada lanpa dilakukan pcmcriksaan.

(4) Pcnjaiuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita 

acara.
(5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) bukan mcrupakan Pcjabat yang Benvenang 

Mcnghukum, Atasan Langsung mengajukan usul pcnjaiuhan 

Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada I’ejabat yang 

Benvenang Mcnghukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
(6| Usulan penjanihan Hukuman Disiplin sebagaimana 

dimaksud pada aval (3| harus diserlai dengan berita acara 

pemeriksaan dan laporan basil pemeriksaan.

(7) Dalam hal pcmanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sab pada tanggal 
pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa 

mclaporkan hal tersebut kepada PPK.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pastil 52
(1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran 

Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang 

bersangkutan memenuhi surat panggilan.
(2) Scbelum melakukan pemeriksaan. Atasan Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari 
dengan seksama dan membuat anaiisis alas laporan dan 

bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh 

PPPK.

(3) Basil anaiisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

sebagai dasar pemeriksaan alas Pelanggaran Disiplin.
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(4) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan 

tiemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan 

Pclanggaran Disiplin, dan/alau mclaporkan hasil 
pcmcriksaan kepada Pejabar yang Herwenang Menghukum 

dijatuhi Hukuman Disiplin.
(5) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan 

I iukuman Disiplin yang lebih bcrat kepada atasan langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setdah 

melahii proses pemeriksaan.

PasaJ 53
Da lam hal hasil analisis sebagaimana dimaksurl dalam Pa sal 52
rnengindikasikan adanya:
a. Pclanggaran Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan 

menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan 

bukli yang dapat dipcrlanggungiawabkan: atau
b. Pclanggaran Disiplin sedang atau bcrat, Atasan Langsung 

riapnt memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan 

mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum 

untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54
(1) Untuk menjamin objektifitas penjatuhan Hukuman Disiplin 

sedang atau bcrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

ayat (2) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat |1) paling 

sedikit terdiri dari:
a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan 

Penyclcnggaraan Pcmerintahan selaku Kelua merangkap 

Anggota;

b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian 

sebagai Anggota; dan
c. Atasan Langsung sebagai anggota.

(3) Pangkat dan/atau jabatan anggota Tim Pemeriksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boieh lebih rendah 

dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.
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Pasal 55

(1) Bupali mcnetapkan kepuiusan pembenlukan Tim Pcmeriksa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
(2) Keputusan pembenlukan Tim Pcmeriksa sebagaimana 

dimaksud pada aval ll) diietapkan dalam wakiu paling lama 

7 (tujuh) hari kerja lerhitung sejak tanggal sural usulan 

pembenlukan Tim Pemeriksa dilerima.
(3) Formal Keputusan pembenlukan Tim Pemeriksa 

sebagaimana dimaksud pada aval (2) ter can mm dalam 

Lampiran yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari 
1’eraturan Bupali ini.

Pasal 56
(1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 aval 

(2) huruf c, harus lidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin 

yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.

(2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada 

aval (1J diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama. 
anggoia Tim Pemeriksa dari unsur Alasan Langsung harus 

rnerupakan atasan yang lebih linggi seeara beijenjang.

Pasal 57

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan 

Langsung, Tim Pemeriksa atari Pejabat \rang Berwenang 

Menghukum dapat meminta keierangan tambahan dari saksi ahli 
dan/atau pihak terkait.

Pasal 58

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata lidak 

ditemukan alasan dan bukri yang cukup serta tidak dapat 

dipertanggungjawabkan:
a. Alasan Langsung harus mengeluarkan sural keierangan 

yang mcnyaiakan PPPK yang bersangkutan lidak bcrsalah; 

atau

b. Tim Pemeriksa harus memherikan reknmendasi kepada 

PPK untuk membuat sural keierangan yang menyalakan 

PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
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(2) Surat keterangan scbagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf 

a disampaikan kcpada Pcjabat yarig Bcrwenang Menghukum 

jika Atasan Langsung bukan mcrupakan Pcjabat yang 

Berwenang Menghukum.

BAB VIU
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 59
Atasan Langsung atau Tim Pcmcriksa sclaku pemeriksa hams 

mcnindaklunjuii basil pemerikfiaan dengan membuar:
a. berita acara pemeriksaan: dan/atau

b. laporan basil pemeriksaan.

Pasal 60

(1) Pcmbuatan berita acara pemeriksaan scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat 

(1). harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan 

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
(3) PPPK scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum 

rnenandaiangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan 

untuk mcngorcksi kesesuaian dan kebenaran berita acara 

pemeriksaan.
(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan scbagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang 

bersangkutan hams memberikan paraf pada setiap halaman 

berita acara pemeriksaan.
(5| Daiarn hal PPPK scbagaimana dimaksud pada ayat |4) tidak 

bersedia memberi paraf dan rnenandaiangani berita acara 

pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus 

mencatalkan perihal tersebut pada bagi.an akhir dari berita 

acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan 

Langsung.

Paraf
f fllo lit "Ii \
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(<>) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada aval (5) tercantum datam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

(1) Pembuatan laporan basil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan dalam waktu 

paling lama 5 (lima) hari kerja lerhitung sejak tanggal 
pemeriksaan berakhir.

(2) laporan basil jiemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
harus dilengkapi dengan berila acara pemeriksaan. alar 

bukti, dan data pendukung.
(3J Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 

scdikil terdiri alas:
a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.

(4) Laporan basil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan 

tindnk pidana dan sedang dilakukan penahanan. selain 

melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). harus juga melampirkan fotokopi surat perintnh 

penahanan;
(5) Laporan basil pemeriksaan PPPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) yang terbukti melakukan rinriak pidana 

berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, 
selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
a. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
b. fotokopi surat pclaksanaan putusan pengadilan.

(6) Format laporan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Para'
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BAB IX
PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 62
(1) Pcnctapan penjatuhan Hukuman DisipHn PPPK dilakukan 

oleh Pejabat yang Bcnvenang Menghukuni berdasarkan berita 

acara pemeriksaan dan/atau laporon basil pcmcriksaan.
(2) l-'ormai keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daiara 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Pcraturan Bupali ini.

Pasal 63

{1| Dalarn hal Atasan I^ngsung merupakan Pejabai yang 

Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus 

menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin .
(2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

kepada Sckrctaris Dacrah dan tembusannya disampaikan 

kepada pihak terkait.

Pasal 64

(I) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan 

Bupali, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus 

mclaporkan hasil pemeriksaan sccara hierarki kepada Bupati 
raelalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat 

yang membidangi kepegawaian.
(2| Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

(3) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan 

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada aval 

(1) kepada Bupali dengan melampirkan penimbangan 

terhadap usul pcnctapan penjatuhan Hukuman Disiplin .
(4) Bupati mcnerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman 

Disiplin .

1POTBI
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Pasal 65
(I| Pejabat yang Benvenang Menghukum atau pcjabai lain yang 

ditunjuk, menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin 

kcpada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin rialam wnklu 

paling iambai 14 (cmpat bclas) ban kwja lerhitung sejak 

ranggal keputusan ditetapkan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud padn ayat (1) memanggil 

secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk 

hndir menerima keputusan Hukuman Disiplin .
(3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan 

Hukuman Disiplin dibuat sesuai dengan contoh formal 
sebagaimana tercantum dalam Lam pi ran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Perauiran Bupaii ini.
(4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang 

Benvenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk 

kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada aval (1) dilakukan 

secara teriutup disertai dengan berita acara penyerahan 

keputusan Hukuman Disiplin .
(5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan 

Hukuman Disiplin atau alnmat domisili terakhir PPPK 

berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui 

Ingi keberadaanya. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin 

disarnpaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui 

dan tercalat di instansinya.

(6) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin 

sebagaimana dimaksud pada aval (4| paling sedikit memuar 

nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan 

Penjatuhan Hukuman Disiplin .

|7) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan 

Hukuman Disiplin sebagaimana pada ayat (5) tidak bersedia 

tcrima Hukuman Disiplin 

dibuatkan berita acara penyampaian.

terhadap hal tersebut harus

r.ii

r.
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BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

PasaJ 66

Pcjabal yang berwenang menghukum tcrdiri alas;
a. PPK;
b. Sckrclaris Dacrah;
c. Asisten Adminislrasi Umum;
d. Kepala Pcrangkal Dacrah;

Pa sal 67

(1| PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bcrai 

sebagaimana dimaksud dalam I’asal 16, bagi PPPK di 

Ungkungan Pemerintah Kabupaten.
|2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 

aval (1| ditetapkan berdasarkan usulan dm pemcriksa 

Hukuman Disiplin.

(3) Sekreraris Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman 

Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi 
PPPK Lingkungan Pemerinlah Kabupaten yang menduduki 

jabalan:
a. Pimpinan Tinggi Pralama; dan
b. Fungsional Ahli Utama;

(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada 

aval (3) ditetapkan berdasarkan usulan lim pemcriksa 

Hukuman Disiplin.
(5) Asia ten Adminislrasi Umum menetapkan penjatuhan 

Hukuman Disiplin sedang dan ringan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, bagi PPPK dilingkungan Sekretariat Daerah 

yang menduduki jabatan Manajerial dan Non Manajerial.
(6) Kepala Pcrangkal Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman 

Disiplin sedang dan ringan bagi PPPK di lingkungannya yang 

menduduki jabatan Manajerial dan Non Manajerial.

-1
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BAB XI
UPAYA ADMINI STRATIF

Bagian Kesatu 

Umum

Pasai 68

(1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau 

Keputusan Pejabat da pat mengajukan Upaya Administratif.
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua 

Keberatan

Paragraf 1 

Umum

Pasai 69
(L) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:

a. Keputusan PPK seiain pemutusan Hubungan Perjanjian 

Keija sebagai PPPK; dan

b. Keputusan Pejabat.
|2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat 11) huruf a diajukan kepada PPK.
(3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (i) huruf b diajuk 

Pejabat.
kepada atasann n

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaiaan Keberatan 

Atas Keputusan Pejabat Pembina kepegawaiaan

Pasai 70
(I| Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaima dimaksud 

dalam Pasai 69 ayat (1) huruf a diajukan sccara tertulis
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kepada PHK dengan memuat alasun kebcratan yang diseriai 

data pendukung.

(2) Kebcratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dinjukan 

dalam jangka waklu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung mulai tanggal kcpulusan yang diajukan Kebcratan 

diterima oleh PPPK
(3) Dalam hal Keberaran yang diajukan melebihi jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat 
yang ditunjuk mcnetapkan surat penetapan tidak dapat 

diterima.

Pasal71
(1) PPK wajib mengambil kcpulusan alas Kebcratan yang 

diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) 

hari kerja terhitung mulai tanggal PPK mcnerima Kebcratan.
(2) PPK dapat mcmanggil dan/atau mcminta kclerangan dari 

PPPK yang mengajukan Kebcratan dan/atau pihak lain, jika 

diperluksm.
(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) 

hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat 

mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usahn 

Negara.

Paragraf 3
Tata Caro Penyelesaian Kebcratan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 72

(1) Kebcratan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b diajukan secara 

tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan 

Kebcratan yang disertai data pendukung dan tembusannya 

disampaikan kepada Pejabat.
|2) Kebcratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari keija 

terhitung mulai tanggal kcpulusan yang diajukan kebcratan 

diterima oleh PPPK

d
/tf
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(3) Da lam hal Keberatan yang diajukan mclebihi jangka woktu 

sebagaimann dimaksud pada ayat (2), maka PPK alau pejabal 
yang dimnjuk menetapkan surat penetapan lidak dapal 

ditcrima.

Pa sal 73
(1| Pejabat harus memberikan ranggapan atas Keberatan yang 

diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.

(2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimnna dimaksud pada ayat 

(1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung 

yang di
(3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan secara lerlulis kepada atasetn Pejabat dalam 

jangka 6 (cnam| hari korja terhitung mulai tanggal Pejabat 
mcncrima tembusan Keljeratan.

(4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan 

yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh 

satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat 

mcncrima Keberatan.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Pejabat tidak raemberikan tanggapan atas Keberatan 

maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data 

yang ad a.
((>) Atasan Pejabat dnpnt memanggil dan/atau meminta 

keterangan dari Pejabat. PPPK yang mengajukan Keberatan, 
dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

(7| Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) 

hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK 

dapat mengajukan upaya hukum kepada Pcngadilan Tata 

Usaha Negara.

m 111 If t

Pa sal 74
(1| Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, 

memperberat, mengubah, mencabut. atau membatalkan 

keputusan yang diajukan Keberatan.

Parof
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(2) Keputusan penguatan, peringanan. pembcraian, perubahan, 

pcncabulan. alau pembatalan sebagaimana dimaksud pada 

aval (1) ditctapkan dengan keputusan atasan Pejabai.
(3) Dalam hal PPPK tidak puas lerhadap keputusan alas 

Kel>eraran sebagaimana dimaksud pada aval (2), PPPK dapat 
mengajukan upaya hukum kepada Pengadiian Tata Usaha 

Negara.

Bagian Ketiga 

Banding Administratif

Paragraf 1 

Umum

Pasai 75
PPPK dapat mengajukan Banding Administratif alas Keputusan 

PPK berupa pemutusan Hubungan Pcrjanjian Kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Banding Ad^"■ustratif

Pasai 7(>
(1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasai 75 

diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat 

alasan dan/atau bukti sanggahan.
(2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terabusannya 

disarnpaikan kepada PPK.
(3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja tcrhilung mulai tanggal 
Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima 

oleh PPPK.

Pasai 77
(1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasai 76 ayat (2) kepada

Paraf
Ki. SR
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BPASN paling loma 21 (dua puluh satu) hari keija terhitung 

mulai langgal diterimanya tembusan Banding Administratif.
(2) Apabila PPK tidak mcmberikan langgapan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada aval <1|. BPASN dapai 

mengambil keputusan tcrhadap Banding Adminisiralif 

berdasarkan bukri yang ada.

BAB XII
PEMBATASAN HAK KE PEG AW ALAN

Pasnl 78
(1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif bcrupa 

Banding Administratif, yang bcrsangkutan Ictap 

mcndapatkan gaji scpanjang mclaksanakan tugas.
(2) Untuk dapat mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada aval (1) PPPK harus memperoleh izin dari Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk.
(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada aval (2), 

PPPK yang bcrsangkutan harus mengajukan permohonan 

kepada PPK alau pejabat yang ditunjuk mclalui Atasan 

Langsung secara berjenjang.
(4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79
PPPK yang dilahan oleh pihak yang berwajib dan telah 

dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingnn peradilan, 
maka diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai 
dengan putusan pcngadilan yang telah memiliki kekuntan hukum
ictap.

Pasal 80

(1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan dan memiliki 
kekuatan hukum tetap karena melakukan ! in dak pidana 

dengan bereneana. yang bersangkutan diberheniikan dan

I’rill/
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riirerapkan terhitung mulai akhir btilan sejak putusan 

pengadilan yang lelah memiliki kckuaian hukum letap.
(2) Kclcntuan pemberhenlian sebagaimana dimaksud pada ayal 

(1| ciilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pa sal 81

Dalam hal PPPK lidak terbukti melakukan tindak pidana 

bcrdasarkan kcpulusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum telap maka hak kepegawaian yang bersangkutan 

dikembaiikan sepeili scmula scsuai dengan kclcntuan pcraluran 

perundang-undangan.

UAB XIII
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPL1N

Pasal 82
(l) Kcpulusan Hukuman Disiplin wajib didokumemasikan oleh 

pejabat pcngclola kepegawaian.
(2| Dokumentasi Kcpulusan Hukuman Disiplin sebagaimana 

dimaksud pada ayal (1) digunakan sebagai salah salu bah an 

penilnian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan scsuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PER ALII IAN

Pasal 83
(1) Pclanggaran Disiplin oleh PPPK yang dilakukan sebclum 

berlakunya Peraturan Bupati ini dan bclum dilakukan 

pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan 

Bupati ini.

(2) Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang telah dilakukan 

pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini. maka 

basil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya 

berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pars!
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BAR XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

I'craturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya. mcmeriniahkan 

peiigundangan Pcraturan Bupali ini dengan penempatannya 

dalam Berirn Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin.

Ditctapkan di Sckayu 
pada tanggai ^ ^PnL 

BUPATI MUSI BANYUASIN.
2025

PARAF tSckrclaris Daerah

Asisien Administrasi 
Umum
Kepala BKPSDM

11. M. TO HA

Diundangkan di Seka>m 

pada tanggai 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR £
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LAM PI RAN

PERATURAN BUPAT1 MUS! BANYUASIN 
NOMOR TAHUN

TEKTANG DIS1PL1N PEGAWAI PEMERINTAH 
DENGAN PERJANJIAN KERJA D1 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABU PATEN 
MUSI BANYUASIN

CONTOH KASUS PELANGGARAN DISiPLIN, FORMAT SURAT PANGGILAN, 
PEMERIKSAAN, PENJATUIIAN, DAN PE NY A M PA IA N 

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. C«.)ni<ih Pelanggnran Disiplin yang Diiakukan di Dalam Maupun di Luar Jam 

Kerja.
a. Conroh Pelanggaran Disiplin yang Diiakukan di Dalam Jam Kerja

Sdr. Raihau Ramadhan, seornng PPPK pada salah satu Perangkat 
Daerah, diduga telah melakukan pungutan liar pada saai melakukan 

pelayanan perizinan di Vial Pelayanan Publik. Dalam hal demikian. 

apabila seielah diiakukan pemeriksaan yang bersangkutan terbukti 

melakukan pungutan di luar ketemuan peramran penindang- 

undangan, yang bersangkutan dini'atakan relah melakukan 

Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin .
b. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Diiakukan di Luar Jam Kerja

Sdr. Yosharman. seorang PPPK pada saiah satu Perangkat Daerah. 
Pada akhir pekan, yang bersangkutan membuat poslingan di media 

sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah satu pasangan 

calon pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Dalam ha! demikian. 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Yosharman terbukti 

memberikan dukungan terhadap pasangan calon pesertn pemilihan 

Kepala Daerah. yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan 

Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin .

2. Contoh kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati 
Kctentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin ringan. 

a. 3 (tiga| hari kerja dalam l |satu) tahun berjalan.
Contoh:
Sdr. Firman, seorang PPPK, jabatan Arsiparis. Yang bersangkutan 

tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selania 3 (tiga) hari kerja

to
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antara bulan Januari sampai dengan April 2024. Dalam hal demikian 

yang bcrsangkutan dijaiuhi Hukuman Disiplin ringan berupa 

leguran lisan.
b. 4 (cmpat) sampai dengan 6 (enam) hari kcrja dalam 1 |satu) tahun 

bcijalan.
Comoh:
Sdr. Yazid Ahmad, seorang PPPK, jabatan Analis Sum her Daya 

Manusia Aparatur. Yang bersangkulan sebclumnya iclah dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa teguran lisan karcna lidak Masuk Kerja 

tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kcija dari bulan Januari 

sampai dengan April 2024. Kernudian antara bulan Mei sampai 

dengan Juli 2024 yang bersangkutan tidak Masuk kerja lagi tanpa 

alasan yang sah selama 2 (duaj hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk 

Keija tanpa alasan yang sah menjadi 5 (lima) hari kerja. mnkn yang 

bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran 

tertulis.
c. selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) 

tahun berjalan.
Contoh:
Sdr. Ahmadi, seorang PPPK. jabatan Apoteker. Yang bersangkutan 

sebclumnya telah dijaiuhi Hukuman Disiplin berupa leguran tertulis 

karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari 
kerja pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan .Juli 2024. 
Kernudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2024 

yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah 

selama 4 (empat) hari kerja. Dalam hal demikian setelah 

dikumulatifkan, jumlah lidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah 

menjadi 9 (sembilanj hari kerja. Dalam hal demikian, yang 

bersangkulan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pemyataan 

lidak puas seeara tertulis
3. Contoh Kasus Tidak Membcrikan Kcscmpatan Kcpada Bawahan Untuk 

Mengernbangkan Kompetensi yang Me 

yang Bersangkulan.
Contoh:

Sdri. Elmo Nilatul Izzah, seorang PPPK yang menjabat sebagai pejabat 
yang disetarakan dengan JPT Pratama Tertenlu pada sal ah satu

milil. ii Dampak Ncgaiif Pada Instansi
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PerariRkat Daerah. Salah satu pegawai yang menjadi bawahannya 

mendapaikan penawaran untuk mcngikuti kuraua singkai di luar negeri 

scbagai bagian dari Human Capital Development Programme |HCDP|. 
Ketika semua persyaratan terpenuhi, dan bawahannya akan 

melaksanakan kursus singkatnya, Sdri. ICIma Nilatul Izzah tidak 

menyetujui bawahannya untuk mcngikuti kursus singkat tersebut, tanpa 

alasan yang jelas. Dalam hal demikian karena Sdri. Elma Nilatul Izzah 

tidak memberikan kesempatnn kepada bawahannya untuk 

mengembangkan kornpetenai sehingga berdampak pada HCDP yang 

sedang dilaksanakan oleh instansinya. Dalam hal demikian, apabila 

berdasarkan basil pcmcriksaan Sdri. Elma Nilatul Izzah terbukti tidak 

memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan 

kompetensi, yang bersangkutan dijatuhi llukuman Disiplin sedang.

4. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kcwajiban Masuk Kcrja dan Menaati 
Ketentuan Jam Keija yang Dikcnai Hukuman Disiplin sedang.

a. selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1
(satu) tahun berjalan.

Contoh:
Sdr. Sobari, S.H., M.H. seorang PPPK, jabatan Analis Pasar Hasil 

Perikanan pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan 

sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa 

pernyataan tidak puas sccara tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa 

alasan yang snh selama 9 (sembilan) hari kerja dari hulan Januari 

sampai dengan Febuari 1?024. Kemudian antara bulan Maret sampai 
dengan April 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja iaj^i tanpa 

alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatilkan. 
jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua 

belas) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa penundaan kenniknn gaji berkala selama 6 

(enam) bulan.

b. selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keija 

dalam 1 (satu) tahun berjalan.
Contoh:

Sdr. Zulkarnain, S.E.. MM. seorang PPPK, jabatan Analis Pasar Hasil 
Pertanian pada salah satu Perangkal Daerah. Yang bersangkutan 

sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan

------ !Paraf_
A4 jKa. 6KP3E*.
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kenaikan gaji Iferkaln selama <> (enam) bulan karena tidak Masuk Kerja 

lanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari mulai 
bulan Marcl sampai dcngan April 2024.
Kemudian antara bulan Mei sampai dcngan Juli 2024 yang 

bersangkutan Lidak Masuk Kerja lagi Lanpu alasan yang sah selama 2 

(dua) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja 

tanpa alasan yang sail menjadi 10 (enam belas) hari kerja.
D;dam hal dcmikian, yang bersangkman dijaluhi Hukuman Disiplin 

berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sernbilan) bulan.

c. selama 17 (mjuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 

1 (salu) tahun berjalan.
Contoh:
Sdri. Dewi Sarrika, S.Hum. seorang PPPK, jabatan Analis Ketahanan 

Pangan pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan 

sebelumnya iirlah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan 

kenaikan gaji berkala selama 9 (sernbilan) bulan karena lidak Masuk 

Kerja lanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja sejak 

bulan .lanuari sampai Juli 2024.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dcngan Desernber 2024 yang 

bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 

(tiga| hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja 

tanpa alasan yang sah menjadi 19 (sernbilan belas) hard kerja.
Dalam hal dcmikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin 

berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.

5. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaari 
Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin berat. 
a. selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari 

kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
Contoh:

Sdr. Ir. Wartiwan, M.M., seorang PPPK, jabatan Analis Kcbijakan pada 

sualu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya tclah dijatuhi 
Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 

(dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024, karena tidak 

Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja 

dari bulan Januari sampai dengan Febuati 2024.
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Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2024 yang 

bcrsangkulan lidak Masuk Kerja lagi lanpa alasan yang sah selama 3 

(tiga) hari kerja. Seielah dikumulatifkan jumlah tidak Masuk Kerja 

tanpa alasan yang sah menjadi 23 (dua puluh tiga) hari kerja.
Dalam hal demikian. yang bersangkuian dijatuhi Mukuman Disiplin 

berat berupa pemotongan gaji sebesar 50% seiama 12 (dua belas) bulan. 
b. selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari 

kerja dalam 12 (dua belas) bulan.
Contoh:
Sdr. Ir. Waniwan, M.M. seorang PPFK, jabatan jabatan Analis Kebijakan 

pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkuian scbelumnya
an Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 50%telah dijatuhi Huk 

selama 12 (dua belas) bulan karena lidak Masuk Kerja selama 23 (dua 

puluh liga) hari kerja tanpa alasan yang sah dari Januari sampai

1

dengan April 2024.
Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang 

bersangkuian tidak Masuk Kerja lagi lanpa alasan yang sah selama 3 

(tiga) hari kerja. Sctelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja 

lanpa alasan yang sah menjadi 26 (dua puluh cnamj hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkuian dijatuhi Hukuman Disiplin 

berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak 

alas pcrminiaan sendiri sebagai PPPK.

c. selama 28 (dua puluh delapan) hari keija arau lebih dalam 1 (satu) tahun. 
Conloh:

Sdr. Ir. Waniwan, M.M. seorang PPPK, jabatan jabatan Analis Kebijakan 

pada suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah 

dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi 
Jabatan Pclaksana selama 12 (dua belas) bulan karena tidak Masuk 

Kerja selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022.
Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktobcr 2022 yang 

bersangkutan lidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 

(dual hari kerja. Sctelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja 

tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja.

Panrf
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Dalam hal dcmikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin 

berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormal 

sebagai PPPK.
d. secara terus menerus selama 10 (scpuluh) hiiri kerja.

Conloh:
Sdri. Dcvina Yunila Aprillia, seorang PPPK, Jabatan Bidan di suatu 

I’erangkat Dacrah. Yang bersangkuran lidak Masuk Kerja tanpa 

keterangan yang sah secara torus menerus sejak tanggal 1 Oktober 

sampai dengan 14 Oktober 2024.
Dalam hal demikian, yang bersangkuran dijatuhi Hukuman Disiplin 

berat berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat 

tidak alas perminiaan sendiri.

6. Conloh Kasus Menolak Segala Bentuk Pembcrian yang Berkaitan Dengan 

Tugas dan Fuhgsi Kecuali I’enghasilan Sesuai Dengan Ketentuan Pcraturan 

Perundang-Undangan.
Conloh:
Sdr. Mirza Kelana. seorang PPPK, jabatan Analis Kebtjakan. Yang 

bersangkutan memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan, 
registrasi, dan perizinan. Ketika melakukan pelayanan dan perizinan, yang 

bersangl<utan menerima hadiah berupa jam tangan Phillipc Patek dari 
pihak yang diiayani, karena dianggap telah membantu proses pengurusan 

izin dan pihak tersebut. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan 

untuk menolak segala lientuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, namun Sdr. Mirza Kelana letap menerima dan tidak melaporkan 

pemberian hadiah jam Phillipc Patek tersebut kepada pihak yang 

bcrv.cn ang.

Dalam hal demikian, apabila berdasurkan hasil pemeriksann Sdr. Mirza 

Kelana terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsinya. yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran 

Disiplin sehingga dijamhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat.

7. Conloh Kasus Alasan dari Pcjabat yang Berwenang Menghukum juga 

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap PPPK yang Melakukan 

Pelanggaran Disiplin.
Conloh:
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Srir. I''innansyah, seorang PPPK. jabatan Kepala Seksi pada suatu 

Perangkal Daerah membawahi seorang PPPK bernama Sdr. Rommy 

Dinala. Jabatan Analis Kebijakan. Sdr. Rommy Ramza Lelah mclakukan 

Pclanggaran Disiplin yang aeharusnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 

teguran tcrlulis, tetapi Sdr. Firmansyah sebagai atasan langsungnya lidak 

menjatuhkan hukuman kepada yang Iwrsangkutan.
Dalam hal demikian, atasan dari Sdr. Firmansyah yaitu Sdr. Ilhamsyah 

Syahganda. self I ah melakukan pcmcriksaan dengan seksama. 

menjatuhkfin Hukuman Disiplin ringan berupa pemyataan tidak puas 

secara tertulis kepada Sdr. Firmansyah juga menjatuhkan Hukuman 

Disiplin berupa teguran tcrlulis kepada Sdr. Rommy Ramza.

8. Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat. Pejabat yang Bcrwcnang 

Mcnghukum Karena Terdapat Satuan Organisasi yang Pejabatnya 

Lowong.

Contoh:

Sdr. Mahyuzar Caniago, seorang PPPK, Jabatan Pernoiluh Sosial yang 

bekeija pada salah satu Perangkat Daerah, telah melakukan pelanggaran 

tidak Masuk Keija sclama 5 (lima) hari keija tanpa alasan yang sah. 
Karena atasan langsungnya yailu Pejabat Pcngawas lidak ada aiau 

lowong. maka yang mcmeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin 

ringan kepada Sdr. Mahyuzar Caniago berupa teguran lisan adaiah 

Pejabal Administrator.

Fatal
K». BKFSD-1 mmf
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9. Format Surat Panggilan
RAHASIA

SURAT PANGCJILAN I/II 4)

NOMOR:

1. Bersama ini diminra dengan hormat kchadiran Saudara :

Nama :...............................................................
NIPPPK :...............................................................
Pangkat ;...............................................................
Jabatan :..................-..........................................
Unit Kcrja :............. ........... -...................................
untuk menghadap kepada
Nam :..............................................................
NIP
Pangkat :............................................................................................
Jabatan : ..........................................................................................
pada
Mari :............................................................................................

Tanggal :............................................................................................
• lam :............................................................................................
Tempat :............................................................................................
untuk dipcriksa/dimimai keterangan*) sehubungan dengan dugaan 

pelanggaran disiplin ..............................................................................................
**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

••••.* • ••

Atasan langsung/Kctua Tim Pcmeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Ylh :
1- ; dan
2.

*) Corel yang tidak periu.
**| Tulislah pelanggaran disiplin yang didugn dilakukan oleh PNS yang 

bersangkulan.

Ka. SKPSCftl

(
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10. Contoh Kasus Pcnjatuhan Hukuman Disiplin Kcpada PPPK Tanpa 

Dilakukan Pemcriksaan Alas Dasar Keriiinkhadiran PPPK yang 

Bersangkutan Dalam Pemcriksaan.

Contoh:
Sdr. Rush Handra, seorang PPPK, jabatan Nutrisionis, diduga mclakukan 

Pelanggaran Disiplin. Untuk mengetnhui atau membuktikan pclanggaran 

yang diduga dilakukan, Sdr. Rusfi Handra, dipanggil oleh atasan 

langsungnya secara tertulis pada ranggai 5 Oktober 2023 untuk hadir 

dalam pemcriksaan pada tanggal 17 Oktober 2023, tclapi Sdr. RusG 

Handra tidak hadir pada hari pemcriksaan yang telah ditentukan. 
Kemudian pada tanggid 17 Oktober 2023 atasan langsungnya melakukan 

pemanggilan kedua sccara tertulis kepada Sdr. Rust! Handra untuk hadir 

dalam pemcriksaan pada tanggal 27 Oktober 2023.
Apabila pada saat tanggal pemcriksaan pemanggilan kedua Sdr. Rusfi 
Handra tidak juga hadir. maka Pejabat yang Berwenang Menghukum 

menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan 

yang ada tanpa dilakukttn pemcriksaan lerhadap PPPK yang 

bersangku tan.

Pa.'fi'
-lit !

? 1 '
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11. Format Berita Acara Pcmcriksaan

RAHAS1A
BERITA ACARA PKMERIKSAAN

Pada hari ini 
saya/Tim Pemeriksa masing masing *):
1. Mama :.........................

NIP :.........................
Pangkal :.........................
Jabaian :.........................

2. Nama :.........................
NIP :.........................
Pangkat :.........................
Jabatan :.........................

tanggal bulan lahun...... •••»

3. dsl.
Berdasarkan wewcnangyangadapada saya/Surat Perintah*)...............................
Uriah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama :...........................................................................................
NIPPPK :............................................................................... .............
Pangkat :...............................................................................................
Jabaian :...............................................................................................
Unit Kcija :...............................................................................................
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal .... , aval ..... huruf ..... angka ...., Peraturan Pcmcrinlah
Nomor 94 Tahun 2021 tcniang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
1. Pcrtanyaan :

1. Jawaban :

2. Pertanyaan :

2. Jawaban :

3. dsl.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapai digunakan 
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa: 
Nama

Pcjabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)
1. N a m a :

NIP :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

3. Dst.

NIP
Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu.

Kz. c-i;) • •
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12. a. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang Lebih 

Tinggi.

Contoh:
Sdr. Aprianto, seorang PPPK. Jabatan Panning Belajar, pada suatu 

Pcrangkal Daerah, diduga telah mclakukan Pelanggaran Disiplin. 
Setelah dipcriksa oleh Pejabat Pengawas, temyata hukurnannya 

berupa Hukuman Disiplin lingkat sedang.
Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk mcnjaluhkan 

Hukuman Disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat 
Administrator atau pejabat yang lebih tinggi, rnaka Pejabat Pengawas 

membuat laporan hasil pemcriksaan kepada Pejabat Administrator 

atau pejabat yang lebih tinggi diserrai dengan berita acara 

pelaksanaannya.

b. Format Laporan Hasil Pemrriksaan Pelanggaran Disiplin

Kepada
Yth.

di

RAHASLA

Dengan ini dilaporkan dengan hormnt, bahwa berdasarkan hasil
. bulan.......................pemeriksaan pada hari 

tahun
saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap: 
Nam a :.............................................................................

tanggal
y

NI PPPK 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kcrja

Berdasarkan hasil pemeriksaan. dapat kami laporkan sebagai berikut:
DENTUK

PBLANCXIARAN
WAKTU TEMPAT FAKTOR YANG 

MEM3ERATKAN
FAKTOR YANG 
MERINGANKAN

DAMPAK
PERBUATAN

Oamf
fe. li ill
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Yang bersangkutan tcrbukli melakukan pelanggaran disiplin
..................................... sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi

DisiplinHukuman

2. Kewenangan untuk mcnjatuhkan Hukurnan Disiplin ke.pada PPPK 
rersebut diatas mcrupakan kewenangan 
Sehubungan dengan hal lersebut, disampaikan Bcrita Acara 
Pcmeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan 
daiam penetapan keputusan p>enjatuhan Hukurnan Disiplin .

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**)-

Yang mclaporkan
(Arasan langsung/Ketua
Pcmeriksa*|,

Tim

KAMA
NIP

Tembusan Ylh :
: dan1.

2.

*) Corel yang tidak perlu.
'*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

13. a. Contoh Pcnyusunan Tim Pemeriksa
Sdr. Alvian Malaranggeng. seorang PPPK, Jabatan Instruktur. diduga 

tclah melakukan Pelanggaran Disiplin. yang ancaman hukumannya 

berupa Hukurnan Disiplin berat. Daiam hal demikian, PPK 

membentuk Tim Pemcriksa yang lerdiri dari atasan langsungnya, unit 

kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang 

membidangi kepegawaian, atau pejabat Iain yang ditunjuk.

Ke. BXPJCiV
-
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b. Format Pembentukan Tim Pcmcriksa

KAHAS1A
PEM BENTUKAN TIM PEMERIKSA 

NOMOR:...............................................

1. Berdasarkan dugaan pclanggaran disiplin yang dilakukan olch Sdr.
, maka perlupangkat ja batonNIPPPK.

dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya bcrupa Hukuman Disiplin sednng atau 

perlu membentuk Tim Pemeriksa }rang terdiri dari:berat, 
a. atasan langsung

Naina :......
NIP :.....

Wr.

Pangkat
Jabatan :.........

b. unsur prngawasan 
Nama ;.........
NIP
Pangkat :....................................................................
Jabatan : ....................................................................

C\ unsur kepegawaian
Nama :................... .............................. ..................
NIP :....................................................................
Pangkat :....................................................................
Jabatan :....................................................................

d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :.....................................................................
NIP :.....................................................................
Pangkat :................................................................ .
Jabatan :.....................................................................

3. Demikian untuk diktksanakan sebagaimana mestinya.

PPK/Pejabat yang ditunjuk *

NAMA
NIP

Tcmbusan Yth :
; dan1.

2.
’) Corel yang tidak perlu.

SKP>5M
V
(
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14, Contob Kasus I’enjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Faktor dan 

Darnpak yang Ditimbulkan.

Contoh 1:

Sdr. Aristiam, S.H. seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, 
dibcrikan kepercayaan untuk menggunakan komputcr yang merupakan 

barang milik ncgara (BMN). Oleh yang bersangkutan, kompuler tersebut 
dipakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimanu mcslinya, 
sehingga mengakibatkan kerusakan pada kompurer tersebut. Atas apa 

\rang diperbuat oleh Sdr. Aristiam, S.H, Unit Kerja yang merupakan 

tempatnya melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan 

prasarana untuk mendukung peiaksanaan tugas kcdinasan. Dalam hal 
demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Aristiam. S.H. riapar 

dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi Unit 

Kerjanya.

Contoh 2:

Sdr. Farid Juharsya, seorang PPPK pada salah Perangkat Daerah, 
diberikan kepercayaan untuk menggunakan kompuler yang merupakan 

barang milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan. kompuler tersebut 

dijual secara tidak sah yang hasil penjualannya dinmnfaatkan untuk 

kepentingan pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan 

barang milik negara oleh instansi yang benvenang terdapat catatan bahwa 

instansi tempat Sdr. Farid Juharsya bekerja tidak terlib dalam melakukan 

pengelolaan barang milik negara. Dalam hal demikian, perbuatan yang 

dilakukan oleh Sdr. Farid Juharsya, dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan yang berdampak negatif bagi instansi.

Contoh 3:

Sdr. Suhcrman, S.Kom., S.Tr. seorang PPPK pada salah satu Perangkat 
Daerah, diberikan kepercayaan untuk menggunakan kompuler yang 
merupakan barang milik negara |BMN). Komputcr tersebut dipakai oleh 
yang bersangkutan untuk mengelola data yang terkait dengan sisiem 
keamanan dan rahasia negara. Suatu ketika komputcr tersebut hilang 
ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena 
kelalaiannya sendiri.

Dalam hal demikian karena kompuler yang hilang lx.-ri.si data dan 
dokumen yang terkair dengan keamanan dan rahasia negara maka 
perbuatan Sdr. Indro Suhendro berdampak negatif bagi pemeriniah dan 
negara.

----- 1

,
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15. Kormat Keputusan Hukuinan Disiplin Teguran Lisan

KKPUTUSAN

NOMOR

DEN GAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA.

Mcnimbang : a. bahwa berdasarkan basil pemcriksaan Sdr.

iclah icrbukii melakukan perbuatanN1PPPK.
berupa

b. bahwa perbuatan tcrsebut merupakan pelanggarnn
terhadap kctcntuan Pasal .....aval .......  huruf ....
.....Pcraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

angka

c.

d. bahwa unt.uk mcncgakkan disiplin. pcrlu menjaiuhkan 

Hukuinan Disiplin yang setimpal dengan polanggaran 

disiplin yang dilalcukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dal am huruf a. huruf b. huruf c. dan huruf d perlu 

munetapkan Keputusan tentang Penjafuhan Hukuman 

Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparalur Sipil

Negara;

2. Pcraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil;
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M EM UTUSKAN :

Mcnciapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Naina

NIPPPK

Pangkat

Jabatan

Unit Kcija :......................................................................

karena yang bersangkutan pada tanggal
.......................................... relab melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal......ayathuruf...... , angka ....
Peraturan Pemerintah Nomor ()4 Tabun 2021.

*»

KEDUA : Kcputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima bolas) 

lerhilung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima 

kcputusan atau liaii kerja ke-15 (lima belasj sejak tanggal 
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke 

alamat PPPK yang bersangkutan.

KKTIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan scbagaimana mcsdnya.

Ditetapkan di 
pada tanggal

NAM A
NIP

Tembusan Yth:
1-
2. Dcputi Bidang Sistcm Informasi Kcpegawaian Badan Kepegawaian Negara 

di Jakarta; dan
3. Pejabnt lain yang dianggap perlu.

*| Tulislab narna jabatan dari Pejabat yang Benvenang Mcnghukum.

P.vaf
Ka.Btr?SIH'

/

l
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b. Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN *1
NOMOR

DKNGAN RAH MAT TUMAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut basil pcmcriksaiin Sdr , NIPPPK
iclah tcrbukti melakukan perbuatan berupa

1>. bahwa perbuatan tersebut mej-upaknn pelanggaran terhadap
kctcntuan Pasal.....aval ..... huruf
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

angka Pcraluran

c.
d. bahwa unluk mcnegakkan disiplin. pcrlu mcnjatuhkan 

I iukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalum huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pcrlu 
menctapkan Keputusan temang Penjaiuhan Hukuman 
Disiplin Teguran Tertulis:

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara;

2. Pcraluran Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil;

3.
4. Pcraluran Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MISMUTUSKAN :

Menctapkan : 
KESATU : Mcnjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis 

kepada:
Kama :........................ ........... ..................................
NIPPPK :...............................................................
Pangkat
Jabatan
Unit Kcrja

karena yang bersangkutan pada tanggal telah

P.-rsf
Its BHPSCTk
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rnclakukan perbuaran yang melanggai'ketentuan Pasal

..... huruT...... angka
Tahun 2021.

. ay at
Peraturan Pcmcriniah Nomor 94

: Keputusan ini mulai berlaku pada had kcija ke-15 (lima belas) 

tcrhitung mulai tanggal PPPK yang bcrsangkulan mencrima 

keputusan atau hari kerja ke 15 (lima belas) sejak tanggal 

diterimanya keputusan llukuman Disiplin yang dikirim ke 

alamat PPPK yang bersangkutan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinva.

KEDUA

KETIGA

Diletapkan di 
pada tanggal

vl

NAMA
NIP

Tembusan Ylh:
1.
2. Oeputi Bidang Sistem Informasi Kcpegawaian Badan Kepegawaian Negara 

di .Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan Pejabat yang Berwenang Menghukum
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c. Format Keputusan Hukuman Disiplin Femyataan Tidak 1*1135 Secara Tertulis

«KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAMA ESA.

>>

Menimbang: a. bahwa menurut basil pemeriksaan Sdr........
......................... . tclah terbukti mclakukan pcrbuatan berupa

..........NIPPPK.

b. bahwa prrbuatan tersebur merupakan pelanggaran terhadap
ayat.....huruf.......angka ..... Peraturanketentuan Pasal

Pcmorintah Nomor 94 Tahun 202 I;
1:.

d. bahwa untuk mcncgakkan disiplin. pcrlu mcnjutuhkan 
Hukuman Disiplin yang setimpaJ dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimano dimaksud 
da lam huruf a. huruf b, huruf c, dan huruf d pcrlu 
mcnclapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman 
Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mcngingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pcgawui Negcri Sipil;

3.
4. Peraturan Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas 

Secara Tertulis kepada:
Kama :.................................................................. ..
NIPPPK :........................................ ......................... .
Pangkat :......................................................................
Jabalan :.......................... ......................................... .

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggai telah

Panrf
to. BKPSfA

I
T
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melakukan perbuatan yang melanggarketcntuan Pasal 
..... hum!' ..
Tahun 2021.

avar

angka Peraturan Pemcrintah Nomor 94

: Kepumsan ini mulai berlaku pada hari kcrja kc-15 (lima belas) 

icrhitung mulai ranggal PPPK yang bcrsangkuian mcnerima 

keputusan atau har’i kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal 
diterimanya kepulusan Hukuman Disiplin yang dikirim kc 

alamat PPPK yang bcrsangkuian.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bcrsangkuian unruk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETiQA

Ditciapkan di 
pada langgal

*

KAMA
NIP

Tcmbusan Yth:
1.
2. Depuli Bidang Sisicm Informasi Kcpcgavvaian Badan Kcpegawaian Negara 

di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

•( Tulislah nama jabalan dari Pcjabai yang Berwenang Mcnghukum

m:Pnral
Kr. 6KP3DV

I
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c. I'ormat Keputusan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji bcrkala 
sclama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN
NOMOR

DENOAN RAHMAT TUI IAN YANG MAHA ESA,

Menirabang : a. bahwa menurut hasi! pemcriksaan
, NIPPPK........... telah terbukti 

bcrupa
Sdr.
mclakukan perbuntan

b. bahwa pcrbuaian lersebui merupakan pelanggaran terhadap
Pcxaturanayat ..... huruf ..... angka 

Pcmcrintah Nomor 94 Tahun 2021;
ketentuan Pasal

c

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu mcnjatuhkan 
Hukuman Disiplin yang sctimpal dcngan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menctapkan Keputusan lentang Penjaiuhan Hukuinan 
Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) 
bulan;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 lentang Aparatur Sipil 
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 lentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil;

3.
<]. Peraturan Badan Kepcgawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

lentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MKMUTUSKAN :

Menetapkan : 
KESATU : Mcnjatuhkan Hukuman Disiplin bcrupa penundaan kenaikan 

gaji bcrkala selama 6 (enam) bulan kepada:
Nama :................................
NIPPPK :................................
Pangkot :..........................................
Jabatan :................................
Unit Kerja :................................
karena yang bersangkutan pada tanggal telah

Kf.. Bitf-Sfl.V

r i>
(
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melalcukan perbuatanyang melanggar kctentuan Pasal

..... huruf ..
Tahun 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan. ’*J Apabila 

tidak ada kcberatan, maka Keputusan ini rnulai berlaku pada 

hnri kerja ke 15 (lima belas) terhilung mulai tanggal PPPK yui>K 

bersangkutan menerima keputusan ini. '**) atau hari keija kc- 

15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman 

Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

aval

angka . Peraturan Pemcrintah Nomor 94

KKDUA

KETIGA

Ditetapkan di 
pada tanggal

*1

NAMA
NIP

Tembusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 

di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah riamajabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum
'*) apabila keputusan ditetapkan oleh I’l'K
‘*‘1 apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

IK- 9WSC.V

i

l
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d Format Keputusan Hukuman Disiplin penundoan kenaikan gaji bcrkaJa 
selama 9 (sembilan) bidaii

KEPUTUSAN
NOMOK

DENGAN RAHMAT TUI IAN YANG MAMA ESA,

**Menimbanj' : a. bahwa menu rut basil pemeriksaan
Sdr.............
mclakukan

telah terbukti 
berupa

N1PPPK.
perbuatan

• • •

b. bahwa perbuatan lersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal.....ayat.......huruf.......angka ..... Peraluran
Pcmcrinlali Nomor 94 Tahun 2021;

c.

d. bahwa uniuk mcncgakkan disiplin, perlu menjatuhkan 
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud 
da lam huruf a. huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
mcnetapkan Keputusan icntang Penjatuhan Hukuman 
Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (semhilan| 
bulan;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipi! 
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

3.
4. Peraluran Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTU SKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan 

gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan kepada:
Nama :......................................................................
NIPPPK :......................................................................
Pangkat :..................................................... ...............
Jabatan :......................................................................
Unit Kcrja :.................................................. .................

karena yang bersangkutan pada tanggal

Az. DilPSMl

; l>
i
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telah mclakukan pcrbuatan yang meJanggar ketenruan Pasal

...... aval huruf ..... , angka ........ Peraiuran Pemerintah

Nomor 94 Tahun 2021.

: Kcputusan ini mulai berlaku paria tanggal diterapkan. *') Apabila 
lidak ada keberatan, maka Kcputusan ini mulai berlaku pada 
hari kerja ke-15 (lima betas) terhitung mulai tanggal PPPKyang 
bersangkutan mencrima kcputusan ini. '**) atau hari kerja ke- 
15 (lima bclas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman 
DisipHn yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEDUA

: Kcputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
dilaksanakan sebagaimtma mestinya.

KETIGA

Diretapkan di 
pada tanggal

.....*1

NAMA
NIP

Tembusan Yth:
1. * * f
2. Deputi Bidang Sistem Inform a si Kepcgawaian Badan Kcpcgawaian Negara 

di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Benvenang Menghukum
v*j apabila keputusan ditetapkan oleh PPK
***) apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

^ KrSKC^C'

iiW , -i.i

t T 17 "1
f
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e. Formal Keputusan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala 
sclama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAH A ESA,

Menimbang : a. bahwa menurul basil pemcriksaan
NIPPPK...........

melakukan perbualan berupa.........
, tclah lerbuktiStir.

b. bahwa perbualan tersebui merupakan pelanggaran lerhadap
Peralurankclcnluan Pasal.....aval ..... huruf

Peinerintah Nomor 94 Tahun 2021;
angka

c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin. perlu menjaiuhkan 

Hukuman Disiplin yang sciimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a. huruf b, huruf C, dan huruf d perlu 
menetapkan Keputusan tentang Penjaluhan Hukuman 
Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 |dua 
belas) bulan;

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara;

2. Peraluran Pernerintnh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Ncgeri Sipil;

Mcngingat :

3
4. Peraluran Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraluran Pclaksanaan Peraluran Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU ; Menjaiuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan 

gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama ........................................................................
NIPPPK ........................................................................
Pangkar ........................................................................
Jabatan : ...................................................................
Unit Kerja ........................................................................
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karena yang bcrsangkulan pad a langgal
melakukan perbuatan yang mclanggarkctentuan Pasal......ayat

..... huruf ..... . angka
Tahun 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal direxapkan. ’*) Apabila 

tidak ada kebcralan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada 

ban kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai langgal PPPK yang 

bersangkutan menerima keputusan ini. '**) atau hari kerja ke- 

15 (lima belas) sejak langgal ditcrimanya keputusan Hukuman 

Disiplin yang dikirim kc alamat PPPK yang bersangkutan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

telah

Pcraturan Pemcrintah Nomor 94

KKDLA

KKT1GA

Ditctapkan di 
pada langgal

•)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badnn Kepegawaian Negara 

di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) 'I'ulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum 
apabila keputusan ditctapkan oleh PPK 
) apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK 

f. Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 
dengan Hormat Scbagai PPPK

%!. sip:.'/-

I
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•)KEFUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA,
*

Mcnimbang: a. bahwa berdasarkan basil pcmcriksaan tim pcmeriksa Sdr.
iclah tcrbukti........................... NIPPPK. ...

melakukan pcrbuatan bt-rupa • • ►

b. bahwa perbuatan tcrscbut mcrupakan pelanggaran lerhadap
ketentuan Pasal.....aval ...., huruf.......angka ..... Peraturan
Pernerintah Nomor Tahun 2021;

c
d. bahwa untuk mcncgakkan disiplin, perlu menjatuhkan 

Hukuman Disiplin yang serimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Uimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menctapkan Kcputusan tcntang Pcnjatuhan Hukuman 
Disiplin Pemutusan Hubungan Peijanjian Kerjn Dengan 
I lormat;

Mengingat: 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 lentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pcmcrinlah Nomor 94 Tahun 2021 tcntang Disiplin 
Pegawai Negcri Sipil;

3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor b Tahun 2022 

tentang Peraturan Pelaksannan Peraturan Pernerintah Nomor 
94 Tahun 2021 lentang Disiplin Pegawai Ncgeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pcnjatuhan Hukuman 

Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat 
sebagai PPPK kepada:
Kama :................................................................... .
NIPPPK :......................................................................
Pangkat :......................................................................
Jabatan :................................. ...................................

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal iclah
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melakukan perbuatanyangmclanggar ketentuan Pasal....., aval

..... huruf ..
Tnhun 2021.

. Pcraiuran Pemerintah Nomor 94angka

: Kepada PPPK tcrsebul dalam Diktum KESATU, diberikan hak- 

hak kepegawaian scsuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-u nda ngan.

: Keputusan ini mulai bcrlaku pada hari kerja ke 15 (lima bclas} 

terhitung mulai tanggal PPPK yang bersanglcutan mcncrima 

kepurusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal 
diterimanya kcputusan Mukuman Disiplin yang dikirim ke 

alamal PPPK yang l>ersangkutan.

: Kcputusan ini disampaikan kepada \-ang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan rii 
pada tanggal

*)

NAMA
NIP

Tcmbusan Yth:
1.
2. Deputi Bidang SisLem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 

di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan Pejabat yang Rerwenang Menghukum
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Format Kepurusan Hukuman Disiplin Pomutusan Hubungan Perjanjian Kerja 
Dengan HormatTidak Alas Pcrmintaan Sendiri Sebagai PPPK

•IKEPUTUSAN
NOMOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan basil pemeriksaan tim pcmeriksa Sdr.
, tclah tcrbuktiNI PPPK.

melakukan perbuatan bcrupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tcrhadap

angka ..... Peraturanketentuan Pasal ..... aval.....huruf
Pcmerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplm. perlu mcnjaluhkan 

Huki
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam bumf a. huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menetapkan Kcpuiusan tentang Pcnjaluhan Hukuman 
Disiplin Pomutusan Hubutigan Perjanjian Kerja Dengan 
Honnat Tidak Atas Perminraan Sendiri;

n Disiplin yang sctimpal dengan pelanggaran disiplin\ m r»

Mengingal: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipii
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipii;

3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraluran Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipii;

NfEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
KKSATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pcnjaluhan Hukuman 

Disiplin Pcmutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat 
tidak alas pcrmintaan sendiri sebagai PPPK kepada:
Nama ;...................... ...............................................
NT PPPK :.......................................................................
Pangkal :.................................................... ................
Jabatan :............................... ............. ................

Unit Kerja :................................
karenn yang bersangkutan pada tanggal telah
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mclakukan pcrbuarari yang melanggar ketcnluan Pasal
..... huruf ...... angka

Tahun 2021.

ay at

Peraturan Pemerintah Nomor 94

: Kcpada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU. dlberikan l>ak- 

hak kcpegawaian sesuai dengan ketcnluan peraturan 

perundang- undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari keija kc-15 (lima belas) 

terhilung mulai tanggal PPPK yang bcrsangkuian menerima 

keputusan atau hari kerja ke-15 (lima bclas) sejak tanggal 
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirirn ke 

a la mat PPPK yang bcrsangkuian.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

KEEN! PAT

Ditetapkan di 
pada tanggal

NAM A
NIP

Tcmbusan Ylh:

2. Deputi Bidang Sistcm Informasi Kcpegawaian Badan Kcpegawaian Negara 
di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

“) Tulislah nama jabatan riari Pejabat yang Berwenang Menghukum
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i. Format Keputusan Hukuman Disiplin Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak Dcngan Hormat Scbagai PPPK

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAUMAT TUI IAN YANG MAHA ESA,
'>

Mcnirnbang: a. bahwn berdasarkan hasil pcmcriksaan tim pemenksa Sdr.
telah rerbukti........................... NIPPPK. ...

mclakukan perbuatan berupa
b. bahvva perbuatan terscbut mcrupakan pelanggaran icrhadap

angka Peraturanay at hurufkctcntuan Pasal 
Pemerintah Nomor 9-t Tahun 2021:

c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin. perlu menjatuhkan 

Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a. huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
meneiapkan Keputusan tentang enjatuhan Hukuman 
Disiplin Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan 
Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat scbagai 
PPPK;

Mengingat: 1 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil;

3.

4. Peraturan Badan Kcpegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Peraturan Pela.ksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun '2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :
KESATU : Mcnjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman 

Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan 
hormat scbagai PPPK kepada:
Nama :......................................................................
NIPPPK ;..........................................................................

Pangkat :......................................................................
Jabatan :......................................................................

Unit Kerja
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relahkarena yang bersangkutan pada tanggal.........................
melakukan perbuatan yang mclanggar kctenluan Fasal 

huruf ..
Tahun 202 I.

ayar
Pcraturan Pemcrinlah Nomor 94nngka

: Kepada PPPK tcrsebut dalam Dikluni KESATU, diberikan hak 

hak kepegawaian sesuai dengan kctcntuan pcraluran 

pcrundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) 

terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima 

keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal 
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke 

alamat PPPK yang bersangkutan.

KEDUA

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan unluk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT

Dilclapkan di 
pada tanggal

1

NAMA
NIP

Tembusan Vth:
1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara 

di .Jakarta; dan
3. Pcjabat lain yang dianggap pcrlu.

*) Tulislah namajabatan dari Pejabatyang Berwenang Menghukum
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16. a. Contoh Kasus Pcrtimbangan dalam Menjatuhkan Mukunian Disiplin
Contoh:
Sdri. Yulfarida. seorang PPPK pada salah suatu Pcrangkal Daerah. telah 
melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis 
kanroi (ATK) untuk kcpentingan pribadi dan terbukti melanggar 
larangan yang bcrdampak negatif pada instansi yang bcrsangkutan. 
Sehingga olch Pejabat yang Berwenang Menghukura dapai dijatuhkan 
Hukuraan Disiplin sedang. Dcngan dcmikian, bcrdasarkan hasil 
pcrtimbangan Pejabat yang Benvenang Mcnghukum maka:
1) apabila yang bcrsangkutan barn pertama kali melakukan perbuntan 

tcrsebut dan turpaksa rnclakukannya korena kebutuhan ckonomi 
yang racndesak, mnka Pejabat yang Benvenang Mengltukum 
menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkai sedang berupa Penundaan 
kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan.

2) apabila yang bcrsangkutan rnclakukannya kaicna untuk mencari 
keumungan pribadi a tan memperkaya diri, maka dapat diberikan 
Huki
berkala selama 12 (dua betas) bulan.

b. Contoh Kasus PPPK yang Melakukan Beberapa Pelanggaran Disiplin.
Contoh:
Sdr. Abdul Razak. jabatan Analis Kebijakan pada suatu Perangkat 

Daerah. Yang bcrsangkutan diduga telah mcnyalahgunakan 
wewenangnya. Setelah dilakukan pcmcriksaan olch atasan 
langsungnya temyata di samping menyalaligunakan wewenangnya, 
yang bcrsangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan 
dengan jabatan/pekerjaan. Dalam htd dcmikian, yang 
bcrsangkutan dijatuhil (satu) jenis Hukuman Disiplin yang 
terberat.

c. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Lcbih berat dari 
Hukuman Disiplin terakhir yang Pemah Dijatuhkan Kcpadanya.
Contoh:
Sdri. Fitra Java, S.H., seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, 

pada tahun 2023 melakukan Pelanggaran Disiplin tidak 
melaksnnakan tugas kedinasan yang dipcrcayakan dengan penuh 
pengabdian, kesadaran. dan tanggung jawab, yang bcrdampak 
negatif terhadap Unit Kerja. Yang bcrsangkutan telah dijatuhi 
Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis. Kcmudian pada 
tahun 2024 yang bcrsangkutan rnengulangi perbuatan yang sama. 
Dalam hal demikian, Sdr. Fitra Java, S.H., dijatuhi Hukuman 
Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang 
pernah dijatuhkan kcpadanya yaitu Hukuman Disiplin ringan 
berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara 
tertulis olch Pejabat yang Benvenang Mcnghukum.

Disiplin tingkai sedang berupa Penundaan kenaikan gaji
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17. FORMAT PERMOl IONAN 1ZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN 
M ELAKSAN AKAN TUG AS SELAMA DALAM PROSES BANDING 
ADMINISTRATIF

Tempat, ... langgal ... bulan...... lahun....
Lam pi ran : 
Perihal

Yih. Bupali Musi Banyuasin 
Melalui Sckrctaris Daurah / 
di -...............

1. Bahwa alas Keputusan ... Nomor ... langgal... tentang penjatuhan Hukuman 
Disiplin bcrupa pcmberhcnlian dcngan hormat ticlak atas perminraan 
scndiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian keija*), saya telah mengajukan banding administratif 
kcpada Badan Pcrlimbangan Kcpegawaian, langgal ... (foio kopi terlampir).

2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
dengan ini saya mengajukan pcrmohonan izin untuk dupal masuk keija dan 
mclaksanakan tugas di lingkungitn ... “*).

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya 
diucapkan t.erima kasih.

Pemohon,

NAM A 
NIPPPK

Tcmbusan Ylh;
1. Kepala Prrangkai Daerah yang bersangkulan ...
2. Kepala Perangkai Daerah yang membidangi Kepegawaian..
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

') corei yang lidak perlu.
**| isi dengan nama satuan kerja.
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18. Fonnai Surat Panggilan Untuk Mencrima Keputusan Mukuman l>isiplin

Kepada
Yth.

Di

RAHAS1A

Denman ini diminta kchadiran Saudara. umuk menghadap kepada:

Nam a
NIP/NIPPP
Pangkat
Jabatan
pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

. Nomor , tanggaluntuk rnenerima Keputusan................
tentang penjatuhan Hukuman Disiplin 
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

1

NAM A
NIP

Tembusan, Yth:
1.
2. Pejabat lain yang dianggap pcrlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang mcnandatangani surat panggilan.

'illfo.8KPSMJ
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Kasus Baias Waktu Selesainya Hukuman Disiplin ringan 
Contoh:
a. Dalam hal PPPK menerima langsung Kcpulusan Hukuman Disiplin 

nya.
Sdri. Susi Hilza Fat.wa, mcnduduki Jabatan Bidan pada suatu 
Perangkat Daerah, yang bcrsangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin 
ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin dilclapkan 
oleh Pejabat yang Bcrwenang Menghukum pada tanggal 1 Fcbruari 
2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima 
Keputusan tersebui pada tanggal 8 Fcbruari 20'2'2, dan hadir pada 
tanggal tcrscbut. Hukumtui Disiplin ringan Ijerupa teguran lisan bagi 
PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022, 
clan selesai dijalani pada saat itu juga.

b. Dalam hal Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang
Ijersangkutan.
Sdr. Muhammad Ichlas. menduduki Jabatan Guru pada suatu 
Perangkat Daerah. yang bcrsangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin 
ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan 
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Fcbruari 
2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima 
Keputusan tcrscbut pada tanggal 8 Fcbruari 2022, akan tempi yang 
bcrsangkutan lidak hadir.
Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang 
bersangkutan pada tanggal 10 Fcbruari 2022, dan diterima di alamat 
yang bersangkutan pada tanggal 14 Fehruan 2022. Hukuman Disiplin 
ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bcrsangkutan mulai 
berlaku pada tanggal 8 Maret 2022, dan sclcsai dijalani pada saat iru 
juga.

19.

Contoh kasus Penghentian perabayaran gaji PPPK yang Tidak Masuk 
Kerja dan Tidak Mcnaati Kclcntuan Jam Kerja Tanpa Alasan yang Sah 
Secara Tcrus Mencrus Selama 10 (sepuluh) I lari Kerja.
Contoh 1:
Sdri. Masitoh Tanjung, berdasarkan rekapitulasi kchadiran It*rental tidak 
Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja 
secara tcrus mcnerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan 
November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan. Namun berdasarkan 
hasil pemeriksaan terhadap yang bcrsangkutan, temyata ketidakhadiran 
tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan ha nya 
scjumlah 5 (lima) hari kerja saja. Dalam hal demikian, gaji yang 
bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Contoh 2:

20.

Sdr. Dedi Se tin wan, berdasarkan rekapitulasi kchadiran tcrcalat selama 
10 (sepuluh) hari keija secara tcrus menerus tidak Masuk Kerja tanpa 
keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 
2022. Gaji yang bcrsangkutan pada bulan November 2022 telap 
dibayarkan penuh. Dalam hal demikian. apabila berdasarkan 
pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah 
yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sej 
(sepuluh) hari kerja maka, gaji bulan November yang tclah dibayarkan 
kepada yang bersangkutan hams dikembalikan kepada negara, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

lah 101 1TT1

I
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21. a. Conloh Kasus PPPK yang sedang menjalani Hukuman DisipUn dun 
kemudian melakukan pclanggaran disiplin dcngan Hukuman 
Disiplin yang lebih beral.
Sdr. Ccccp Abdulah, jabatan Dokter pada salah satu Perangkat 
Dacrah, sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa penundann 
kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilanj bulan. Dalam jangka 
waktu lidak tcrlalu lama, yang bersangkutan melakukan 
pclanggaran disiplin yang lebih beral sehingga dijatuhi Hukuman 
Disiplin yang lebih beral berupa penundaan kenaikan gaji berkala 
selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman 
Disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 
(sembilanj bulan dianggapselesai, dan yang bersangkutan langsung 
menjalani Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama 12 (dua belas) bulan.

b. Comoh Kasus PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan 
kemudian melakukan pclanggaran disiplin dengan Hukuman 
Disiplin yang lebih ringan.
Conloh
Sdri. Rima Melali, jabatan Guru, sedang menjalani Hukuman 
Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 50% selama 12 (dua belas) 
bulan. Dalam jangka waktu yang lidak terlalu lama, yang 
bersangkutan melakukan pclanggaran disiplin yang lebih ringan 
sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan 
gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan. Dalam hal demikian, maka 
Hukuman Disiplin terakhir yang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama 9 (sembilan) bulan, bam dijalani setelah yang 
bersangkutan sclesai menjalani Hukuman Disiplin yang terdahulu 
yakni pemotongan gaji sebesar 50% selama 12 (dua belas) bulan.

22. Format l-aporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor
Sifat
bam pi ran

Rahasia

Hal

Yih.
di -
Tempal

Bersama ini dengan hormal dilaporkan. bahwa berdasarkan basil
. saya/Timpemeriksaan pada hari 

Perneriksa") telah melakukan pemeriksaan lerhadap : 
Nama : ..............................................................

bulan tahun

N1PPPK
Pangkal
Jabatan • •
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Unit Keija

Bcrdasarkan basil pempriksaan, tcmyata kcwcnangan uniuk 
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja tersebut diaias merupakan kcwcnangan

Schubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pcmcriktsaan 
dan/atau Laporan llasil Pemeriksnan") terhadap Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk 
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampnikan dan atas perhatiannya diucapkan kasih.

Yang melaporkan (Atasan 
langsung/Tim Pemeriksa")

NAMA 
Pangkat Gol

Tembusan.Yth: 
1........................

NIP

2.
3. dst.

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang 
berwenang menghukum.

*') Corel yang tidak perlu.

PARAP / BUPATLMUSI BANYUASIN,

^ rSekretims Daerali
Asistcn Administrasi 
Umum
Kcpala BKPSDM

II. M. TOHA


